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ABSTRAK 

Nurdiana/222016217/Analisis Compliance Risk Management (CRM) Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Compliance Risk Management 

(CRM) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Tujuannya Untuk mengetahui 

Analisis Compliance Risk Management (CRM) Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah data primer dan skunder. 

Hasil penelitian ini mennjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Ilir Timur Belum Sepenuhnya Menerapkan sistem compliance risk 

management (CRM) fungsi Ekstensifikasi Dalam kegiatan pengawasan, 

Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak 

pratama palembang ilir barat kurang baik hal ini dikarenakan banyak wajib pajak 

yang tidak melaporkan SPTnya,dan Pelaporan atas perhitungan dan pembayaran 

pajak terutang bukan sebuah sanksi,melainkan bukti dari tanggung jawab setiap 

wajib pajak. Tidak seperti utang pajak, pajak terutang tidak membebani wajib 

pajak dengan bunga, denda, atau kenaikan tarif akibat kelalaian. Wajib Pajak juga 

secara aktif menghitung pajak terutang sendiri, tidak tergantung pada surat 

pemberitahuan atau peringatan.  

Kata Kunci: Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak 

xv



ABSTRAK 

Nurdiana / 222016217 / Compliance Risk Management (CRM) analysis in 

Improving the Coorporate Taxpayer Compliance at Pratama Tax Office of 

Ilir Timur Palembang. 

The formulation of the problem in this study was how the Compliance Risk 

Management (CRM) in improving the Corporate Taxpayer Compliance Pratama 

tax office of Ilir Timur Palembang. The aim was to find out the analysis of 

Compliance Risk Management (CRM) in improving corporate taxpayer 

compliance at Pratama Tax Office in Palembang Ilir Barat. This study was 

quantitative research. The data used in this study were primary and secondary 

data. 

The results of this study indicated that Pratama Tax Office in Palembang Ilir 

Timur did not fully implement a compliance risk management (CRM) system, the 

Extensification function on the report on the letter of notification in Pratama tax 

office in Palembang was not good, and it was because there were many taxpayer 

did not report the letter of notification, and the reports of calculation and payment 

of tax payable that was not as a sanction, however the evidence of the 

responsibility of each taxpayer. Unlike tax payable, payable tax was not a burden 

to the taxpayer with tax interest, penalties, or increase in rates due to negligence. 

Taxpayers were also actively in calculating the tax payable themselves, 

independently of notification or warning letters. 

Keywords: Compliance Risk Management (CRM), Taxpayer Compliance 

NO NAMA NIM KETERANGAN 

A13 Nurdiana 222016217 

xvi
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sebenarnya memiliki 

bermacam-macam potensi untuk menjadi Negara yang lebih maju. Namun 

Indonesia tidak bisa memanfaatkan potensi yang di miliki tersebut. Bisa 

dilihat dan di rasakan, Indonesia memiliki banyak permasalahan dari beberapa 

sektor yang ada, salah satu masalah yang terbesar adalah di sektor ekonomi 

dan pembangunan, untuk memperbaiki hal tersebut Indonesia perlu 

mewujudkan kemandirian bangsa. Salah satu usaha untuk mewujudkan 

kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan dan 

perekonomian yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri 

berupa pajak (M.Farouq, 2018:138).  

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun, 

bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi 

kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Sumber penerimaan Negara 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan 

nasional salah satunya adalah pajak (Rudyanto dan hidayatullah, 2016: 59).  
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Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan keperluan 

Negara bagi kemakmuran rakyat (Siti, 2017:2). Pajak penghasilan (PPh) 

adalah pajak yang di bebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau 

badan hukum lainnya. 

Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis 

akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh meskipun. 

Sebenarnya banyak jumlah wajib pajak badan tersebut belum tentu 

mengidentifikasikan bahwa penerimaan pajak. Khususnya penerimaan pajak 

penghasilan badan dapat meningkat. Terutama pada periode-periode yang 

akan datang. Logikanya, pada saat terjadi penambahan jumlah wajib badan 

maka akan diikuti dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak 

penghasilan badan yang signifikan, penambahan jumlah wajib pajak badan 

yang seperti inilah yang dapat diharapkan meningkatnya  penerimaan pajak 

penghasilan badan pada masa yang akan datang. Target pajak perlu 

ditumbuhkan  mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan 

faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, oleh dari itu perlu 

mengkaji secara insentif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib 

pajak khususnya wajib pajak badan (Laksono, 2011) 
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Sistem Perpajakan selalu mengalami perubahan setiap masa ke 

masanya sesuai perkembangan bangsa dan negara, baik dalam bidang 

kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi (bppk.kemenkeu.go.id). 

Penagihan pajak merupakan iuran wajib warga negara selaku wajib pajak 

serta peran aktif dalam membiayai berbagai keperluan negara yaitu seperti 

pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang dan 

peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. 

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada 

wajib pajak bersedia membayar pajak secara sukarela. Bagi Negara pajak 

merupakan sumber penerimaan penting bagi Negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara. Namun bagi perusahaan pajak merupakan 

beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandi,2011:1). Perusahaan sebagai 

wajib pajak menempatkan pajak sebagai beban dan selalu berusaha untuk 

memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban termasuk beban 

pajak. 

Kepatuhan wajib  pajak  seharusnya diterapkan dalam setiap individu 

wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada  waktu. Kepatuhan wajib pajak 

(tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat 

Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak 

terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Sofyan, 2005:45) 
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Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data 

melainkan sarana alat komunikasi antara wajib pajak dengan pegawai pajak 

yang membantu Wajib Pajak atau Subjek Pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan cara membina Wajib Pajak yaitu dengan memberikan 

informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan dan mempertanggung 

jawabkan pemenuhan semua kewajiban perpajakan dalam perusahaan selama 

periode waktu tertentu (Mardiasmo, 2016: 35) 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 Compliance 

Risk Management (CMR) adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan 

WP secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan dan 

mitigasi atas resiko kepatuhan wajib pajak serta evaluasinya. Melalui 

serangkaian proses CRM akan tercipta suatu kerangka kerja yang sistematis, 

terukur dan objektif. Secara lebih sederhana, CRM dapat diartikan sebagai 

sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan secara 

sistematis oleh DJP. 

Menurut Dwikora (2019: 78), Kepatuhan Perpajakan  adalah suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib 

pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. 
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Menurut Siti (2010: 138), Kepatuhan Perpajakan yaitu sebagai suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ada dua macam yaitu 

Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Kepatuhan Formal adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya 

ketentuan batas wktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan 

(SPT PPh) tahunan tanggal 31 maret apabila wajib pajak telah melaporkan 

surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelun atau pada tanggal 31 

maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya 

belum tentu memenuhi. Kepatuhan Material, yaitu sesuai keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan 

material dapat meliputi kepatuhan formal wajib pajak yang memenuhi 

kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur lengkap dan 

benar surat pemberitahuan SPT sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP 

sebelum batas waktu berakhir. 

Menurut Chaizi dalam Siti (2013:139), Mengemukakan bahwa: 

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, 

kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan 

dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakannya”. 
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Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Cristian dan Agus (2013), dengan judul penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban membayar 

pajak di Surabaya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran 

perpajakan, fiskus, hukum pajak dan sikap rasional secara simultan dan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Monita Dkk (2015), dengan 

judul analisis kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan 

pajak penghasilan badan (study kasus KPP pratama kota bitung). Hasil 

penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi 

penerimaan PPh badan pada kpp Pratama bitung sudah sangat patuh. 

Berdasarkan target penerimaan pph badan dapat disimpulkan bahwa pada 

tahun 2012-2014 meningkat namun tidak rasional karena pada tahun 2013 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu mencapai 85,31% dari tahun 

2014 yaitu hanya meningkat 28,27% sedangkan realisasi penerimaan pph 

badan dari tahun 2012-2014 meningkat. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Meivika (2015), dengan judul 

pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan 

penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama 

Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 

pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, 
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sedangkan pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak diperlemah dengan adanya variabel moderating 

sebagai pemeriksaan pajak. 

Berdasarlan hasil wawancara dengan Bapak Irvan M.R  di Sub Bagian 

Umum KPP Pratama Palembang Ilir Timur bahwa di Palembang masih 

banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, karena banyak 

yang beranggapan bahwa uang pajak hanya di nikmati oleh kalangan yang 

berkepentingan saja dan minimnya pemahaman serta sering terjadi perubahan 

peraturan perpajakan. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Ilir Timur sering melakukan sosialisasi untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. perpajakan dan penyampaian atau juga pelaporan surat 

pemberitahuan (SPT) tahunan/masa yang dilakukan dengan teknologi dan 

prosedur yang akan memudahkan wajib pajak tersebut. 

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak didaerah-

daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam usaha peningkatan 

penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir 

Timur mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar tetapi mengalami penurunan dari penerimaan yang ditargetkan dari 

tahun ke tahun. Berdasarkan UU PPh khususnya pasal 2, subjek pajak dibagi 

menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Jumlah wajib pajak badan yang 
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terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2019 sebanyak 

166.794. 

Berikut ini merupakan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan Wajib 

Pajak Patuh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada 

tahun 2016 sampai tahun 2019 

Tabel 1.1 

Jumlah SPT Badan, WP Badan dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Di KPP Pratama Palembang Ilir timur  

Pada tahun 2016-2019 

Penerimaan 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 

SPT Badan 

Di Terima  
3.965 3.929 4.578 4.318 

WP badan 

terdaftar 
16.895 17.774 18.497 19.240 

WP badan 

patuh 
6.559 6.057 7.131 6.919 

Realisasi 

penerimaan 

pajak 

1.736.865.862.644 1.650.793.941.644 1.810.306.227.602 1.027.375.570.120 

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa meningkatnya 

jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan 

kepatuhan wajib pajak badan. Dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama 

Palembang Ilir Timur mengalami peningkatan signifikan dan masih sangat 

rendah dibandingkan tingkat populasi yang ada. Pada tahun 2019 dari 19.240 
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yang terdaftar hanya 4.318 WP Badan yang melapor SPT. Hal ini 

menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan SPT tahunan. 

Tabel 1.2 

Jumlah Wajib Pajak  

Di KPP Pratama Palembang Ilir timur  

Pada tahun 2016-2019 

 

Tahun 
Jumlah WP badan 

terdaftar 

Jumlah WP badan 

patuh 

Jumlah WP 

badan tidak patuh 

2016 16.895 6.559 10.336 

2017 17.774 6.057 11.717 

2018 18.497 7.131 11.366 

2019 19.240 6.919 12.321 

  Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat dari tabel diatas naiknya Wajib 

Pajak yang tidak patuh dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang baru 

terdaftar dan belum mendapat himbauan dari AR mereka untuk melapor SPT 

tepat pada waktunya. Jumlah Wajib Pajak yang melapor tidak mencapai target 

dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, disini terbukti bahwa tingkat 

kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada saat ini 

masih rendah dalam membayar pajak. 

Adapun Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2016-

2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. 
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Tabel 1.3 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur 

Pada tahun 2016-2019 

 

Tahun Target Realisasi Persentase Kategori 

2016 2.034.930.049.123 1.736.865.862.644 85,35% Cukup efektif 

2017 2.100.006.452.000 1.650.793.941.644 78,60% Kurang efektif 

2018 2.128.023.765.000 1.810.306.227.602 85,06% Cukup efektif 

2019 2.011.054.744.000 1.027.375.570.120 51,08% Kurang efektif 

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020  

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat pada tahun 2016-2019  

Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur 

Berfluktuatif yang mengalami naik turun dapat dilihat dari tabel persentase 

tersebut. Pada  2016 selisih antara target yang telah ditetapkan  dan 

realisasinya berjumlah 298.064.186.479. Pada  2017 selisih antara target yang 

telah ditetapkan  dan realisasinya berjumlah 449.212.510.356. Pada  2018 

selisih antara target yang telah ditetapkan  dan realisasinya berjumlah 

317.717.537.398. Pada  2019 selisih antara target yang telah ditetapkan  dan 

realisasinya berjumlah 983.679.173.880.  

Hasil Wawancara dengan Bapak Irvan M.R  di Sub Bagian Umum 

KPP Pratama Palembang Ilir Timur bahwa kepatuhan dalam mendaftarkan 

diri sebagai wajib pajak masih banyak kurang direspon baik oleh wajib pajak 

serta kurangnya edukasi dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban akan 
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pentingya membayar pajak maka upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak badan salah satunya ialah dengan melakukan sosialisasi, dengan 

melakukan kegiatan tersebut pastinya akan memberi pengaruh yang baik 

terhadap wajib pajak 

Berdasarkan peneltian sebelumnya yang telah diuraikan maka penulis 

menarik judul penelitian yang berjudul Analisis Compliance Risk 

Management (CRM) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Analisis Compliance Risk 

Management (CRM) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara empiris 

tentang kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan 

pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. 

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur 

Manfaat penelitian ini bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah 

untuk membantu memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak 

badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama 

Palembang Ilir Timur. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi khususnya tentang 

kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada 

KPP Pratama Palembang Ilir Timur. 
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